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Abstrak 

 

Arah dari pengkajian ini untuk memahami bagaimana pengaruh sikap wajib 

pajak, pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan penerimaaan surat pemberitahuan 

pajak terhutang (SPPT) terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di 

Kecamatan Cibodas. Data ini berasal dari kuesioner. Pemungutan sampel memakai 

metode slovin sehingga memperoleh sampel sejumlah 393 informan. Objek dalam 

riset ini adalah wajib pajak PBB yang berdomisili di Kecamatan Cibodas. 

Pengkaji mengikhtisarkan bahwa kepatuhan wajib pajak secara relevan 

dipengaruhi oleh sikap wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan penerimaan SPPT.  

Sedangkan sanksi pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kepatuhan wajib 

pajak. 

 

I. PENDAHULUAN 

Pajak daerah adalah suatu kewajiban yang bersifat memaksa serta memerlukan pembayaran dari individu atau 

entitas kepada daerah berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk kebutuhan daerah. Pajak daerah menaruh 

dampak besar terhadap apa yang memajukan evolusi ekonomi daerah tersebut. 

PBB adalah iuran yang bersifat kebendaan dimana besarnya pajak terutang didasarkan pada keadaan sasaran yang 

dikenainya, dapat berupa tanah atau tanah atau bangunan. Negara ini tidak dapat memajukan pertumbuhannya tanpa 

pajak. Untuk mendukung pembiayaan tepat waktu sebagai wajib pajak dan memastikan semua operasi 

pembangunan berjalan lancar, masyarakat harus berperan aktif. Pemerintah menginginkan kenaikan pendapatan 

pajak tahunan. Berdasarkan rencana dan manifestasi perolehan pajak daerah Kota Tangerang anggaran 2018 sampai 

dengan 2021 dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel I. 1 

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang Di Sektor Pajak Tahun Anggaran 2018 

– 2021 (triliun rupiah) 

Tahun Target Realisasi % 

2018 1.710.362.495.379.00 1.864.385.584.947.00 109.01 

2019 2.195.868.939.599.00 2.027.112.805.905.00 92.31 

2020 1.464.562.583.407.00 1.649.002.723.454.00 112.59 

2021 1.819.161.827.246.00 1.869.216.636.383.00 102.75 
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Dari Tabel I.1 di atas menunjukkan bahwa PAD Kota Tangerang  dari tahun 2018 - 2021 mengalami fluktuasi. 

Tahun 2018 PAD Kota Tangerang sebesar 109.01%. Kemudian tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 92.31%. 

Lalu tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 112.59%. Dan tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 

102.75%. Hambatan pemungutan pajak bumi dan bangunan akan mempengaruhi kelancaran pembangunan daerah. 

Oleh karena itu, meningkatkan perolehan PBB membutuhkan lebih dari sekedar keterlibatan aktif aparat pajak. 

Namun juga sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak dan ketersediaan mereka untuk menyetor pajak. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari (PPID) Kota Tangerang. Target dan realisasi penerimaan PBB Kota 

Tangerang pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

Tabel I. 2 

Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Tangerang Periode Tahun 2018-2021 (triliun rupiah) 

Tahun Target Realisasi % 

2018 378.686.000.000,00 388.802.486.227.00 102.67 

2019 443.851.063.854.00 484.651.882.792.00 109.19 

2020 428.134.624.536.00 449.719.862.627.00 105.04 

2021 462.200.000.000.00 476.655.708.708.00 103.13 

Sumber : ppid.tangerangkota.go.id 

Terlihat dari Tabel I.2 di atas bahwa tujuan Pemerintah Kota Tangerang dalam penerimaan pajak bumi dan 

bangunan belum terealisasi secara maksimal karena realisasinya pada tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami 

penurunan. Penerimaan PBB terealisasi 103,13% lebih sedikit pada 2021.  

Berdasarkan temuan penelitian awal, kurangnya kepatuhan, keterlibatan, dan kesadaran masyarakat terhadap 

kewajiban membayar PBB menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah Kota Tangerang dalam penerapan PBB. 

Persoalan Pemerintah Kota Tangerang dengan SPPT adalah banyak nama wajib pajak yang berubah, namun SPPT 

masih mencantumkan wajib pajak sebelumnya. Meski banyak wajib pajak yang memiliki properti atau bangunan, 

namun mereka tidak berdomisili di Kota Tangerang. Selain itu, SPPT juga tidak diinginkan oleh wajib pajak karena 

mereka yakin tidak mempunyai objek pajak di alamat tersebut, padahal ketidakakuratan pelaporan dalam SPPT 

disebabkan oleh kesalahan alamat. objek pajak dengan keadaan sebenarnya. Tidak tercapainya tujuan pemungutan 

pajak pemerintah daerah disebabkan oleh adanya variabel-variabel yang berkontribusi terhadap tidak diterimanya 

SPPT Wajib Pajak. 

Tingkat kepatuhan wajib PBB dipengaruhi oleh sebagian komponen. Sikap wajib pajak menjadi pertimbangan 

pertama, disusul dengan pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan penerimaan SPPT. 

Sikap wajib pajak menurut (Aldi Samara & Metta Susanti, 2023; D. Anggraeni et al., 2022; R. D. Anggraeni et 

al., 2020, 2021; Christian & Addy Sumantri, 2022; Fransisca & Herijawati, 2022; Herijawati & Anggraeni, 2018; 

Jayadi & Herijawati, 2017; Juliani & Herijawati, 2016; Kristiadi & Herijawati, 2023; Manurung & Herijawati, 2016; 

Metta Susanti & Aldi Samara, 2022; Samara, 2020; Samara et al., 2022; Siahaan & Herijawati, 2023; Simbolon & 

Herijawati, 2023; Sumantri, 2017; Sumantri et al., 2018; Susanti & Samara, 2021, 2022; Wibowo et al., 2020; 

Wijaya & Sumantri, 2019; Winata et al., 2023) merupakan pendapat atau sudut pandang individu, baik yang disukai 

atau tidak disukai sehubungan dengan suatu objek, yang menjadi landasan untuk berkolaborasi dengan orang lain. 

Wajib Pajak cenderung lebih taat dalam menyelesaikan pajaknya tepat waktu apabila mereka yakin bahwa hak dan 

kewajibannya setara, artinya terdapat proporsi antara keharusannya sebagai Wajib Pajak dengan keistimewaan yang 

bisa diterimanya.  

Pemahaman perpajakan menurut Sitanggang (2021) adalah metode dimana wajib pajak memperoleh pengetahuan 

perpajakan dan menggunakannya untuk membayar pajak. Pemahaman ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak 

mengetahui aturan dan proses mendasar yang mengatur perpajakan, seperti cara pengiriman laporan, penyetoran, 

lokasi pembayaran, kompensasi, dan tenggang waktu pelaporan penyetoran atau SPT. 

Sanksi pajak menurut Inaniatita & Tjahjono (2023) adalah memastikan bahwa ketetapan norma perpajakan akan 

diikuti, dan ditaati. Dengan kata lain, sanksi pajak berfungsi efek jera untuk mencegah wajib pajak melakukan 

pelanggaran hukum. 

Menurut Halim et al., (2020:476) menyatakan surat yang disebut SPPT digunakan untuk memberitahukan kepada 

wajib pajak mengenai besarnya PBB yang terutang. Meskipun SPPT diterbitkan berdasarkan SPOP, namun dapat 

juga diterbitkan berdasarkan data objek pajak terkini di Direktorat Jenderal Pajak guna membantu wajib pajak. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Sikap Wajib Pajak 

Sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat antar sudut pandang individu dalam interaksi interpersonal, termasuk 

dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan atasan. Perbedaan pendapat ini mungkin akan menimbulkan konflik. 

 Menurut Saputri & Novi (2021) mengatakan bahwa: “Sikap wajib pajak merupakan pertimbangan evaluatif 

oleh orang itu sendiri, baik atau tidaknya hal itu terhadap benda, manusia serta kejadian”. 

Menurut Murniati (2019) mengatakan bahwa: “Sikap wajib pajak adalah salah satu faktor yang mungkin 

mempengaruhi pengetahuan masyarakat dalam membayar. Pola pikir setiap orang adalah menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sosial atau respon terhadap apa yang dirasakannya terhadap hasil membayar pajak, sehingga setiap wajib 

pajak akan mempunyai sikap yang berbeda-beda.” 

 

 

Pemahaman Perpajakan  

Dengan menguraikan poin-poin penting suatu bacaan atau mengubah fakta-fakta yang diberikan dalam satu 

bentuk ke bentuk lainnya, seseorang dapat menunjukkan pemahaman mereka tentang makna dan pentingnya subjek 

yang sedang mereka pelajari. 

Menurut Ida & Jenni (2021) mengatakan bahwa: “Pemahaman adalah kemampuan untuk mempertahankan, 

membedakan, membuat tebakan, menjelaskan, menguraikan, menarik kesimpulan, menggeneralisasi, memberikan 

contoh, dan menulis ulang.” 

Menurut Rahayu dalam jurnal Kurniawan & Limajantini (2023) mengatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan 

“pemahaman perpajakan” adalah “pemahaman yang dimiliki masyarakat dalam memisahkan, menjelaskan, dan 

menginterpretasikan norma perpajakan yang ada.” 

 

 

Sanksi Pajak 

Sanksi merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum. Sanksi juga penting untuk 

membangun disiplin dalam pembayaran pajak. Namun pada praktiknya, penerapan sanksi pajak tidak mendorong 

peningkatan kepatuhan pajak. Masyarakat tidak takut untuk melanggar komitmen perpajakannya, seperti gagal 

membayar pajak bumi dan bangunan, karena pemerintah daerah tidak menerapkan sanksi pajak yang tegas kepada 

masyarakat Oktavianti et a., 2021).  

Menurut Priatna & Aprilyanti dalam jurnal Putra & Samosir (2023) mengatakan bahwa: “Sanksi perpajakan 

merupakan hukuman yang dijatuhkan ke wajib pajak karena tidak mentaati perundang-undangan yang mengatur 

mengenai perpajakan. Jika seseorang melanggar kebijakan perpajakan yang ketat ini, tidak ada ruang gerak dan 

mereka akan menghadapi sanksi pajak terlepas dari siapa yang melakukannya.” 

Menurut Mardiasmo dalam jurnal Yuliyanah & Wibowo (2023) berpendapat bahwa: “Ancaman sanksi finansial 

dapat digunakan untuk membuat jera wajib pajak agar tidak melanggar hukum.” 

Menurut Arum dalam jurnal Priatna & Aprilyanti (2022) mengatakan bahwa: “Sanksi perpajakan merupakan 

upaya untuk menghentikan entitas terkait perpajakan melakukan pelanggaran hukum.” 

Menurut Agatha & Winata (2022) mengatakan bahwa sanksi pajak sebagai berikut: 

1. Sanksi Administrasi  

a. Denda   

Hukuman administratif yang sering digunakan dalam undang-undang pajak ialah denda. Besarnya 

kompensasi dinilai dari total keseluruhan, margin dari kuantitas keseluruhan, atau kelipatan dari total 

keseluruhan. Dari kebanyakan perkara, hukuman pidana ditambah dengan denda. 

b. Bunga  

Sanksi administrasi bunga akan diterapkan apabila pelanggarannya menambah utang pajak. Sejak bunga 

menjadi kewajiban sampai dibayarkan, besarnya bunga akan ditentukan dengan menggunakan 

persentase tertentu dari suatu jumlah.  

c. Kenaikan   

Ketika wajib pajak terkena sanksi yang lebih besar, maka jumlah pajak yang harus dibayar menjadi 

berlipat ganda, sehingga berdampak pada peningkatan sanksi administratif. Berdasarkan jumlah pajak 

yang belum dibayar, persentase tertentu ditambahkan ke denda yang ada. Sanksi administratif yang 

paling ingin dihindari oleh wajib pajak adalah sanksi yang diperberat. 

2. Sanksi Pidana  

Ada 3 jenis sanksi pidana, sebagai berikut :  
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a. Pihak yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana dikenakan sanksi pidana denda. Petugas 

pajak atau pihak lain yang terbukti melanggar hukum selain diancam akan dikenakan sanksi pidana. 

b. Hanya pihak yang melakukan pelanggaran hukum, seperti wajib pajak itu sendiri atau pihak ketiga, 

yang dapat dikenai hukuman pidana penjara. Syarat-syarat tindakan ini setara dengan syarat-syarat 

yang diancam dengan pidana denda menurut undang-undang. Namun, penahanan menunjukkan 

bahwa pelaku akan ditahan di balik jeruji besi. 

c. Sanksi yang berupa pidana penjara disebut pidana penjara; itu semacam hukuman karena menolak 

kebebasan seseorang. Hanya pegawai pemerintah dan pembayar pajak yang menjadi sasaran 

ancaman penahanan. Denda dan sanksi lainnya digunakan sebagai sanksi agar wajib pajak lebih 

sadar akan perlunya memenuhi keharusan pajaknya sesuai undang-undangan. 

Menurut Kristina & Simbolon (2023) mengatakan bahwa sanksi pajak sebagai berikut: 

1. Sanksi Administrasi Pajak   

Apabila Wajib Pajak tidak mematuhi kewajiban administrasi perpajakannya, dapat dikenakan sanksi 

administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan. denda administrasi yang mengakibatkan sanksi yang 

menaikkan tarif pajak yang harus dibayar. Denda, bunga, dan kontribusi yang lebih tinggi adalah tiga 

kategori hukuman administratif yang berbeda. menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1. 

2. Sanksi Pidana Pajak  

Jenis hukuman perpajakan yang kedua adalah sanksi pidana perpajakan. Apabila Wajib Pajak kelihatan 

melakukan kekeliruan, baik disengaja maupun tidak, sehingga menimbulkan tuntutan pidana, maka Dinas 

Pajak juga dapat memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pidana tersebut kepada mereka. Sanksi pidana 

perpajakan ini ditujukan bagi Wajib Pajak yang karena kelalaian, kecerobohan, atau kesengajaannya 

menimbulkan kerugian besar untuk negara. Maka akan menerima vonis yang berat. 

 

Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 

Menurut penelitian ini, menerima SPPT dari pemerintah merupakan suatu kemudahan bagi masyarakat dalam 

mencukupi keharusan pajaknya. Karena jumlah masyarakat yang menyetor PBB terus bertambah, hal ini tentunya 

akan berdampak pada besarnya SPPT yang diberikan kepada wajib pajak. Realisasi perolehan PBB akan meningkat 

seiring dengan banyaknya SPPT yang disalurkan Dwijayanti et al., (2021). 

Menurut Noor (2020) menyatakan bahwa: “SPPT adalah surat yang digunakan oleh DJP untuk menginformasikan 

kepada wajib pajak tentang besarnya pajak yang terutang.” 

 

Kerangka Pemikiran 
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III. METODE 

Metode  

Metode penelitian penulis melibatkan penggunaan data kuantitatif, khususnya berbentuk angka. Dalam penelitian 

kuantitatif ini menggunakan analisis data deskriptif. Survei, observasi, dan wawancara adalah metode yang dapat 

diandalkan untuk mengumpulkan data. Sampel data dapat direpresentasikan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif 

berupa grafik, tabel, matriks, laporan, atau nilai terukur yang lebih obyektif dan sistematis. 

 

Populasi  

Populasi penelitian ini adalah 393 Wajib Pajak PBB dari 6 kecamatan di Kecamatan Cibodas, yakni Kelurahan 

Cibodas, Kelurahan Cibodas Baru, Kelurahan  Cibodasari, Kelurahan Uwung Jaya, Kelurahan Jatiuwung, dan 

Kelurahan Panunggangan Barat. 

 

Sampel  

Penentuan ukuran sampel menggunakan rumus slovin: 

n =        N  

                1 + Ne² 
n =             22.202 

               1 + 22.202 x (0,05)² 

n =       22.202 

                     1 + 55.505 

 

n =      22.202  

               56.505 

n = 392.9 dibulatkan menjadi 393 

 

Dengan demikian, jumlah sampel SPPT sebanyak 393 warga Kecamatan Cibodas yang membayar PBB. 
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Gambar II. 1 

Kerangka Pemikiran 
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Pengunpulan Data 

Dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak PBB yang berdomisili di Kecamatan Cibodas, diperoleh data. 

Penyerahan kuesioner secara langsung yang akan menjadi landasan pengolahan data dilakukan kepada responden. 

 

Pengukuran  

Skala Likert merupakan skala pengukuran yang digunakan untuk variabel ini.  

IV. HASIL 

1. Hasil Uji Koefisien Determinasi R2 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .562a .315 .308 2.519 

a. Predictors: (Constant), Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), 

Sanksi Pajak , Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan 

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
Sumber: Output SPSS versi 25 

 

Adjusted R Square (R2) dapat digunakan untuk menjelaskan 31% variasi pajak kepatuhan pembayaran yang 

terjadi. Sedangkan 69% lainnya = (100% - 31%) dijelaskan oleh berbagai faktor di luar variabel bebas. 

 

2. Hasil Uji T 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.588 1.003  5.573 .000 

Sikap Wajib Pajak .116 .047 .124 2.451 .015 

Pemahaman Perpajakan .223 .056 .211 3.967 .000 

Sanksi Pajak .040 .043 .047 .928 .354 

Penerimaan Surat 

Pemberitahuan Pajak 

Terhutang (SPPT) 

.342 .041 .369 8.281 .000 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
Sumber: Output SPSS versi 25 

Variabel sikap wajib pajak 0,015 < 0,05 menunjukkan bahwa H1 diterima. Variabel pemahaman perpajakan 

0.000 < 0,05 yang berarti H2 diterima. Variabel sanksi pajak 0,345 > 0,05 menunjukkan bahwa H3 ditolak. 

Variabel penerimaan SPPT 0.000 < 0,05 yang berarti H4 diterima. 

 

3. Hasil Uji F 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
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1 Regression 1134.920 4 283.730 44.709 .000b 

Residual 2462.291 388 6.346   

Total 3597.211 392    

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

b. Predictors: (Constant), Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), 

Sanksi Pajak , Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan 
Sumber: Output SPSS versi 25 

Dengan nilai F hitung sebesar 44,709 > 2,47. Hasilnya, uji simultan (uji F) mendukung atau dapat diterima 

terhadap hipotesis H5 yang diberikan dalam penelitian ini. 

V. KESIMPULAN 

1. Variabel sikap wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan membayar PBB 

2. pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan H2 disetujui. 

3. Variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan membayar PBB. 

4. Penerimaan SPPT berpengaruh pada kepatuhan membayar PBB. 

5. Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak dan Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak 

Terhutang (SPPT) secara simultan berpengaruh pada kepatuhan membayar PBB. 
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